PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Mcnimbang - a bahwa dengan telah diterbitkannya

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, maka Peraturan Daerah
Kota Magelang Nomor 8 Tahun 200] ientang Kedudukan Keuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2003 perlu dicabut:

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu menyusun dan menetapkan

Peraturan Dacrah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 24

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950
daerah Kota Kcecil dalam Lingkungan Pro
dan Jawa Barat ;

lentang Pembentukan Dacrah-
pinsi Jawa Timur, Jawa T cngah

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Kepegawaran (Lembaran Negara Tahun 1974
LLembaran Negara Nomor 3041) sebapaimana
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembara
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)

lentang  Pokok-pokok
Nomor 55, Tambahan

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987

entang  Protokol (Lembaran
Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan |

<mbaran Negara 3363):

4  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 lentang Penyelenggarm Negara

Kolus: dan Nepotisme ( Lembaran
ambahan Lembaran Negara Nomor

5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
(I.embaran Negara Tahun 2003 Nomor
Nomor 4280).

tentang Keuangan Negara
47, Tambahan Lembaran Negara

6. Undang- .
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6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majehis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4310),

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355):

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah

(LLembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389) -

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemecnintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

0. Peraturan  Pemernintah  Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan
Keprotokolan Menegenai Tata Tempat Upacara dan Tata Penghormatan

(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3432).

I'l.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemernintah  dan  Kewcnangan Propinsi  sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952).

12 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

3. Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 2001 lentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemenintah Dacrah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 409)):

14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 lentang Kedudukan
Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan
l.embaran Negara Nomor 4417),

15 Peraturan Dacrah  Nomor .3 Tahun 2004 lentang  Pokok-pokok
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kcuangan Daerah.

Dengan
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan

WALIKOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah im1 yang dimaksud dengan

I. Daerah adalah Kota Magelang.

) Pemerintah Dacrah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah sclanjutnya discbut DPRD) Kota Magelang adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Dacrah sebagai unsur Penyclenggara Pemenntah Daerah.

4 Kepala Daerah adalah Walikota scbaga1 Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil
Kepala Daerah.

S. Walikota adalah Walikota Magelang.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Magelang.

: , resmikan keanggotaannya scbagai Anggota DPRD

T A DPRD adalah mereka yang diresmi s 28
Kzfcﬂﬂgciang dan telah mengucapkan sumpah/jani berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

. _ DPRD Kota Magelang yang dibentuk untuk

8 Sokvetiris .dalah unsur pendukung :

:Lkr:;:;']:::g [;I:EF du.:n fungsi dan tugas pokok DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas,
produktifitas dan kinerja lembaga pcrwakllun daerah

9. Sekretaris DPRI) adalah Pejabat Perangkat Dacrah yang memimpin Sekretariat DPRD Kota
Magclang -
10 Kedudukan  Protokoler adalah kedudukan yang diberikan  kepada seseorang untuk
:‘duduka

s lakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan
mendapatkan penghormatan, pe
resmi

| , ra kencgaraan atau acara resmi yang meliputi
l 3 - ag | ¥ = i = K £ n ulumn ddl:]m ﬂcn
| Protokol adalah mr-dﬂ&li:’_:‘lpm lata UpACara. d“". tata penghormatan schubungan dengan
:;:Jmﬁ m;:ng,un::! pl::i:i et sesuai dengan jabatan dan / atau kedudukannya dalam
“Nnghormatan kcpad: ‘ s
Negara, pemerintahan atau masyarakat
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12 Acara resmi adalah acara yan

2 bersifat resmi vane diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah
Dacrah atau L.embapa Perws A

ik el . Kilan Daerah. dalam melaksanakan tugas dan fungs: tertentu,
thadirt ofeh pejabat Negara, pejabat Pemerintah pcjabat Pemenntah Dacrah serta undangan

lainya

3. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara
resmi

14 fu_lu Tempat adalah aturan mengenar urutan lempat bagi pejabat negara, pejabat pemernintah,
pejabat pemerintah Dacerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara
resmi.

|5-'lhﬂllﬂ F’C"Hh*"r"_lﬂliiﬂ Itdﬂ!ilh aturan untuk melaksanakan pembernian hormat bagi pejabal negara,
pejabat pemenntah, pejabat pemenintah Dacrah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara
kenegaraan atau acara resmi

16. Uang Representas: adalah uang yang dibenkan sctiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD schubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD

1 7. Uang Paket adalah vang yang diberikan sctiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
dalam menghadin dan mengikuti rapat-rapat dinas

I8 Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD karcna kedudukannya sebagan ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.

19 Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya scbagar ketua atau wakil
ketua atau sckretans atau anggota panita musyawarah, atau komisi, atau badan kchormatan,
atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya.

20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD berupa tunmjangan pemeliharaan keschatan dan pengobatan, rumah jabatan dan
perlengkapannya/rumah dinas, .kunduru;m dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas
dan bantuan biaya pengurusan jenazah

21. Uang jasa pengabdian adalah uvang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas
Jasa pengabdiannya sctelah yang bersangkulan diberhentikan dengan hormat

dan Belanja Dacrah sclanjutnya disecbut  APBID adalah rencana

22 Angpear: Pendapatan S _
nggaran rc P erintah Daerah yang disctujuar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah

keuangan tahunan Pem
dan ditetapkan dengan Peraturan [Dacrah
23. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pcmcrinluh pusat yang diben tugas tertentu di bidangnya

sesuar dengan peraturan perundang-undangan.
24 Pejabat Pemenintah Dacrah adalah pejabal dacrah otonom vyang diben tugas tertentu

dibidangnya sesual dengan peraturan p-.:rundung-undungun
25.Instansi  Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemenintah Non

Departemen di Dacrah.

BABII ...

i
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BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Acara Resmi
Pasal 2
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
(2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Acara Resmi Pemenintah yang diselenggarakan di Daerah:
b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
¢. Acara Resmi Pemenntah Daerah yang dihadin oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat
Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Daerah sebagai
bernkut :

a. Ketua DPRD disebelah kin Kepala Daerah;

b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah pejabat instansi
vertikal lainnya;

c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabal Pemenintah Daerah lainnya yang
setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah
lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD scbagai berikut -
a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;,

b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua
DPRD:

¢ Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan “’“”J_( 'Anggnla;
¢. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan scsual dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal § ...
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Pasal 5
Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sum s _ :
Kepala Dacrah sebagai berikut. pah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Waki

a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat van ak ' 1 tik Kepal
Daerah dan Wakil Kepala Daerah: yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melan epala

b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kit Ketua DPRD;
Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;

Kepala l)ﬂurah‘ dan Wakil Kepala Dacrah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang
akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Calnn ch_alu Dacrah dan Wakil Kcpala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri
Wakil-wakil Ketua DPRD:
Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondis1 Ruangan Rapat;

Mantan Kepala dacrah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri
Wakil-wakil Ketua DPRD

. Kepala Dacmh_dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat
yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 6
Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kin Kepala Dacrah dan Ketua Pengadilan Negeri atau
Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah,

Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk ditempat yang telah

disediakan;

¢. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala
Daerah;

d  Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Neger atau Pejabat yang ditunjuk duduk
ditempat yang telah disediakan.

e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
f Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan - dan
& Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tlempat dalam Acara Pengambilan Sumpa_hf.lanji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil
Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum scbagai berikut

4 Pimpinan Sementara DPRD duduk discbelah kin Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
b Pimpinan Sementara DPRD duduk discbelah kanan Kcetua Pengadilan Negen,

¢ Setelah pelantikan. Ketua DPRD duduk disebelah }un Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Dacrah &ail:l-wak.il K ctua DPRD duduk discbelah kin Ketua DPRD;

Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Kctua Pengadilan Negen duduk ditempat yang telah
disediakan

Bagian ..
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Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal 8
(1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.

(2) Untuk kescragaman - Kelancaran,  ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi,
disclenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang
dibenikan kepada Pejabat Pemenntah

(2) Penghormatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kectentuan
peraturan perundang-undangan

BAB Il
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 10
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdin dan :

Uang Representast,

Uang Paket.

- Tunjangan Jabatan,

Tunjanpan Panitia Musyawarah,

o an o

Tunjangan Komist,

[ Tunjangan Panitia Anggaran.

& Tunjangan Badan Kchormatan,

h Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 11 ... r

Scanned by TapScanner



- Pasal 11
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan {1

(2) Uang Representasi Ketua pp
Pemernntah

ang Representasi.
RD sctara dengan Gaji Pokok Walikota yang ditetapkan

(3) Uang Rupr&“‘“—"“ Wakil Ketua DPRD < _ :
Representasi Ketua DPRD ) sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dan Uang

(4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 © ~ ~ i U
Representasi Ketua DPRD 75 % ( tujuh puluh lima perseratus) dan Uang

(5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan

Tunjangan Keluarga dan Tunjan
N gan Beras yang besarnya sama den ketentuan yan
berlaku pada Pegawai Negen Sipil yang ya gan yang

Pasal 12
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket

(2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang
Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.

(2) Tunjangan Jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh
lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 14

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau
Panitia Anggaran atau Badan Kchormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan.
diberikan tunjangan sebagai benkut .

a. Ketua sebesar 7.5 % (tujuh sctengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD:
b. Wakil Kectua sebesar 5 % (lima perscratus) dan Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dan Tunjangan Jabatan Ketua DPRD:

d Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dan Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

(2) Tunjangan Badan Kchormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan,
diberikan tunjangan sebagai berkut -
a. Ketua paling tinggi 50 % (lima puluh perscratus) dan Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
b, Wakil Ketua paling tinggi 45 % (empat puluh ima - perseratus) dari Tunjangan Jabatan
Ketua DPRD;
¢ Anggota paling tingg 40 % (empat puluh perseratus) dan Tunjangan Jabatan Ketua
DPRD.

Pasal 15 . .
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Pasal 15

pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan
r‘.mndang-undangﬂn_

Bagian Kedua

Tunjangan Kescjahteraan

Pasal 16

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan
keschatan dan pengobatan.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemelitharaan keschatan dan
pengobatan yaitu suami atau istni beserta 2(dua) orang anak.

(3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan schagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk pembayaran premi asuransi keschatan kepada Lembaga Asuransi Keschatan yang
ditunjuk oleh Pemenntah Daerah.

Pasal 17
(1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1(satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya
dan I(satu) unit kendaraan dinas jabatan.
(2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan
dibebankan pada APBD.

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan
rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada
Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan scjak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

(1)Anggota DPRD dapal disediakan masing-masing | (satu) rumah dinas beserta

perlengkapannya
(2) Belanja Pemeliharaan rumah d
' 1k akhir masa baktinya, wajib mengembalikan
(3) Dalam h: ta DPRD diberhentikan atau ber: ' y _ 1
lmmﬂ:: 3311 a‘::f:sg:na perlengkapannya dalam keadaaan baik kepada Pemerintah Daerah paling

lambat 1(satu) bulan scjak tanggal pemberhentian

inas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.

Pasal 19

~ rumah dinas Anggota DPRD_ beserta perlengkapannya dan

kend di batan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau
araan dinas tan et

dlpiﬂdﬂ\lang'mk;n atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

. lum dapat mcnyedmk;lp rurnah_ jabatan pimpinan atau rumah
') Dalam hal Pemerintah Daerah 5¢ bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.

dinas Anggota DPRD. kepada yans
nggota | ) Tenangan
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10

(2) Tunjangan Perumahan sebag
besarnya disesuaikan den
Keputusan Kepala Daerah

aimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang
Ban standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan

| Pasal 21
(1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.

(2) Standar satuan harga dan kualitas bahan

Daerah pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala
ae

Pasal 22
Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli wans diberikan :

a Uang duka watat sebesar 2 (dua) kals uang representasi atau apabila meminggal dunia dalam
menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;

b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23
(1)Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhin masa baktinya
diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besamnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:

2 Masa bakti kurang dari | (satu) tahun, dihitung I(satu) tahun penuh dan diberikan uang
jasa pengabdian | (satu) bulan uang representast,

b. Masa bakti sampai dengan | (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan
uang represcentast,

¢. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan
uang representast, | | |

d  Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan
uang representast, o | |

e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, dibenkan uang jasa pangabdian 4 (empat)
bulan uang representast,

f( Masa bakt sampai dengan
tingginya 6 (enam) bulan uang rep

ggola DPRD meninggal duma, uang jasa pengabdian
(2) diberkan kepada ahli wansnya

5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-
resentasl.

(3)Dalam hal Pimpinan atau AD
schagaimana dimaksud pada ayat
ian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan

14 P\- %% P . - ‘nﬂum
JPembayaran uang jasa Peng dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

diberhents kan secara hormal sesual
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BAB 1V
BEILANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Pasal 24

(1)Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan

wewenang DPRID

(2) Belanja I’t:m:uuug Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan
Rencana Kerja yang ditctapkan Pimpinan DPRD

BABRY

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 25

||]8Ckn..'[ﬂrlﬁ DPRD mcnyusun th:lﬂnla DPRD yang terdin atas tl:lﬂnj'd pcnghﬂsﬂﬂﬂ leplnﬂﬂ
dan Anggota DPRPD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja

Penunjang .KugtuLun DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

(2) Belanmja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terscbut dalam ketentuan Pasal 10 dianggarkan dalam Pos DPRD.

(3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD scbagaimana dimaksud pada Ayat (1)
terscbut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal
23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2),
dianggarkan dalam Pos Sckretanat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai
berikut

a_  Belanja Pegawa,

b. Belanja Barang dan Jasa,
¢. Belanja Perjalanan Dinas,
d. Belanja Pemeliharaan,

¢. Belanja Modal,

(4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sckretans DPRD dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26
Pengan atau tindakan yang berakibat pengcluaran atas beban belanja DPRD untuk lujuan

ain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini, dinyatakan melanggar
hukum

Pasal 27

Scanned by TapScanner



12

Pasal 27
(1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan Peraturan Daerah
Nomor |1 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang

Kedudukan Kcuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 29
Peraturan Daerah 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam lL.embaran Daerah Kota Magclang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 Januan 2005.

WALIKOTA MAGELANG

< ity
H.F RIYANTO
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PENJEL ASAN
ATAS

PLRATl"R.l!LN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

[ PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. telah menegaskan bahwa DPRD  merupakan Lembaga

Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerntahan
Dacrah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan
memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemernintah Daerah. Kedudukan yang
setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Dacrah memiliki kedudukan yang sama
dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi  Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD
merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan  daerah untuk
melaksanakan otonomi daerah sesuair dengan tugas dan fungst masing-masing.  Berdasarkan
hal tersebut antar kedua lembaga wapb memelihara dan membangun hubungan kerja yang
harmoni dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung diperiukan
adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan kcuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperolech hak dan melaksanakan kewajiban
meningkatkan peran dan tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin
keterwakilan rakyat dan dacrah dalam mclaksanakan tugas dan  kewenangannya,
mengembangkan hubungan dan mekanisme cheks and balances antara lembaga legislatif dan
eksekutit, meningkatkan kuahtas, produktivitas dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan
Kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan

Pedoman pelaksanaan acara kenegaraan alau acan rmi Pemerintah yang diselenggarakan di
Daerah schubungan dengan jabatannya scbagal Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pengaturan
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Pengaturan mengeng; hak-hak ke
rodoman dalam rangka pe
Lesejahteraan serta belanya pe
pPRD melalur AP

uangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan
Nyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan  tunjangan
Nunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi
BD berdasarkan asq cfisicnsi, efektivitas, tranparansi, dan bertanggung

awab d.:r!g;m Iu_imm_agnr lembaga tersebu dapat meningkatkan kinerjanya N —
Rencana Kena yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Kondisi geografis. ckonomi, sosial budaya. jumlah penduduk, luas wilayah, dan
kompleksitas - permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan faktor-faktor yang
mempengaruhi perbedaan besarmya beban tugas dan langgung jawab yang harus dipikul oleh
| embaga Perwakilan Rakvat Daerah antara suatu Daerah dengan Daerah lainnya. Disisi lain,
untuk penyediaan belanja dalam rangka mengemban tugas fungs: dan tanggung jawab DPRD
suatu Dacrah dibatasi oleh Kemampuan keuangannya

Pengaturan mengenar kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota
Magclang menganut pninsip-prinsip sebagai berikut:
Pertama. prinsip kesctaraan vyaitu sesame pimpinan dan anggota DPRD memperoleh
penghasilan tetap yang sama Prinsip imi antara lain tercermin dan formulasi penentuan
besarana Uang Rcpresentas: Ketua DPRD yang disetarakan dengan Gap Kepala Daerah
schagal wujud Kesetaraan dan kemitraan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan
Pemerintah Daerah.  Oleh karena itu, besamya uvang representasi yang ditenima oleh Kectua

DPRD selaku pimpinan lembaga legislatif sama dengan besamya gajt Walikota selaku
Pimpinan lembaga eksekutif di Daerah.

Kedua, prinsip berjenjang yaitu pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD
harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan
antar Lembaga Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Lembaga Perwakilan Rakyat
Dacrah  Selain itu. beban tugas dan kewenangan antara Pimpinan dan Anggota DPRD juga
merupakan unsur yang dipcrumbangkan Terkait dengan tingkat kelembagaan, harus dihindan
adanya pembenan penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota lebih tinggi dan
pimpinan dan anggota DPRD Propinsi.  Demikian halnya, pembenan penghasilan tetap
Pimpinan dan Anggota DPRD Propinst tidak boleh lebih tingg1 dan yang diterima oleh
Pimpinan dan anggota DPR-RI.  Dikaitkkan dengan beban tugas dan kewenangan, harus
dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Anggota DPRD lebih tinggi dan Wakil Ketua
DPRD dan Penghasilan tetap Wakil Ketua DPRD lebih tinggy dar Ketua DPRD.

Ketiga, prinsip proporsional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus
mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk
Sekretanat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD
dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerjanya dibandingkan dengan
kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan serta kemampuan keuangan
masing-masing Daerah.

Alas. ..
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tas das
‘ nﬂ‘]: I‘Im:j-"r:-::.l drfrln"'-lp-p[”lfﬂp Icmhl“ dlulﬂ.‘ih m:]kﬂ [ﬁ:"gﬂlum lu"mg kﬂdl_ldllkﬂﬂ
B s D MM Anggota DPR|) sclain membenkan arahan yang sama terhadap hak-
hak kfu‘[ﬂl._,.!.ll. Impinan dan Anggota DPRD. juga memben L‘ciﬂulﬁ;ani%padu Dacrah untuk
lﬂt'nbl;l“" ':l‘ldn_lil p\'rll..l"lﬂ"[.'. Ld..'!.!lilt.i.lﬂ I]r"RI} SCSUN dcngun ketentuan rmr;_ﬂl._ll"‘dﬂ pcrundﬂng-
andangan schubungan dengan adanya keanckaragaman kondisi dan permasalahan di Dacrah.

Pimpinan dan Anggota DPRD
pension schagaimana layaknyz peabat
imbalan atas jasa selama mengabd; sam
hersanghutan patut dibenikan uang jasa

selelah mengakhin masa baktinya tidak diberikan hak
pcmenntah  Schubungan dengan hal tersebut sebagat
par dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang
pengabdian

[Dalam L::umn tu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa
pengabdian bagr Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyclesaikan tugasnya dengan
hak  Namun bagi mereka vang diberhentikan raluhal dmyalakﬁn melanggar sumpah/janjt,
kode cuk DPRD dan atau udak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD atau
dinyatakan melakukan undak pidana sesua dengan keputusan tetap dani pengadilan, ndak
dibenkan uang jasa pengabdian

Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang udak terpisahkan dan APBD.
Berhubung DPRD bukan mcerupakan Perangkat Dacrah, maka Sekretaris DPRD bertugas
menyusun belanja DPRD yang terdin dan Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD  yang
diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah
Sekretanat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian,
penyusunan, pembahasan vsulan, pelaksanaan. penatausahaan, dan pcnanggungjawahannya
diperlakukan sama dengan belanja perangkat Dacrah lainnya

Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain
diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dinyatakan melanggar
hukum.

Scbagai pedoman yang mengatur mengenar hak protokoler dan kcuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD, perumusan Peraturan [Daerah i1 tetap menganut prinsip dasar yang diatur
dalam ketentuan perundang-undangan yaiu udak bolch bertentangan dengan kepentingan
umum, peraturan dacrah lainnya dan/atau perundang-undangan yang lebih tinggi.

Il PASAL DEMI PASAL

Pasal | - Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (1) - Cukup jelas
Ayat (2) huruf a Acara Resmi di daerah adalah acara yang diselenggarakan di

K ota. Kecamatan, dan Kelurahan,

Huruf b &/d ¢ . Cukup jelas

Pasal 3s/d4....
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pasal 3 s/d 4

pasal 5
pasal 6 &/d 13
pasal 14 ayat (1)

Avat (2)
Pasal 15
pasal 16 ayal (1)

Avat (2) s/d (3)

Pasal 17 ayat (1)

Ayat (2) s/d (3)
Pasal 18 ayat (1)

Ayal (2) s/d (3)
Pasal 19 s/d 20
Pasal 21 ayat (1)

Ayat (2)

h——
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7(‘Uku[}]clag
- Ketentuan  1ny hanya berlaku apabila pelantikan Kepala

Dacrah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di Gedung
DPRD.

- Cukup jelas
- Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya seperts

Panitia Legislasi

- Cukup jelas
- Cukup jelas

- Tunjangan pemcliharaan kesehatan dan pengobatan sama

dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawal Negeri Sipil
Golongan IV,

- Cukup jelas
Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan

dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar
yang ditctapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pada saat penyecrahan pemakaian rumah jabatan beserta
perlengkapan serta I(satu) kendaraan dinas jabatan,
dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah
Daerah dengan Pimpinan DPRD.

- Cukup jelas.
- Penyediaan rumah dinas anggota DPRD beserta

perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

Penyerahan pcmakaian rumah dinas beserta
perlengkapannya, ditungkan dalam ikatan perjanjian antara
pemenntah Daerah dengan yang bersangkutan.

- Cukup jelas
- Cukup jelas
- Pakaian Dinas beserta atnibutnya terdin atas :

a. Pakaian Siptl Haman disediakan 2 (dua) pasang dalam
satu tahun;

b Pakaian Sipil Resmi disediakan I(satu) pasang dalam
satu tahun, dan

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam
lima tahun.

- Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian

dinas mempertimbangkan prinsip penghematan. kepatutan
dan kewajaran.

Pasal 22 hurufa. ..
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pasal 22 huruf a

Huruf' b

Cukup jelas

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibcbankan

dalam APBD scjak dan rumah duka atau tempal tugas
Sampai ke tempat pemakaman.

Aysted) - Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.
pasal 24 - Cubup jelas
pasal 25 ayat ( 1)s/d (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja
adalah sebagar benikut )
a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan bdﬂ_ﬂ,llﬂ Gaj

dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesual dengan
golongan jabatan.

b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja
barang dan jasa habis pakai, sepert alat tulis kantor,
pakaian dinas Pimpinan dan Anggola DPRD dan Pegawai
Sekretanat DPRD. sewa rumah, premi asuransi keschatan,
konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas,
dan ongkos kantor lainnya.

c. Belanja penjalanan  dinas  yaitu belanja perjalanan
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka
melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan
rakyat daerah baik di dalam Daerah maupun keluar
Daerah vyang besarmya disesuaikan dengan standar
perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang
ditetapkan olch Kepala Daerah.

d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan
prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretanat DPRD,
rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD
dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.

e Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/
perluasan/ pecnambahan Gedung Kantor/ Rumah Jabatan/

Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/ peralatan rumah
jabatan pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota

DPRD. perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan
kendaraan dinas pimpinan DPRD yang sifatnya
menambah nilai kekayaan daerah.

Ayat (4) - Cukup jclas.

Pasal 26 /d 29 - Cukup jelas.

Scanned by TapScanner



